BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN
PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN

DOKUMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

. bahwa berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

2013, ditegaskan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan,
dan non perizinan ditingkat Kabupaten/Kota
Bupati/Walikota untuk segera melimpahkan sepenuhnya
kewenangan pemberian pelayanan perizinan dan non
perizinan yang menjadi urusan pemerintah
Kabupaten/Kota kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

. bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah

dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam
kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan
kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan
umum,;

. bahwa dalam rangka pengaturan pemberian perizinan atas

berbagai kegiatan pembangunan maupun usaha, selama
ini diatur dalam beberapa Peraturan Daerah karena
penanganan pemberian pelayanannya tersebar di beberapa
unit kerja sesuai dengan kewenangannya,;

. bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik di bidang

Perizinan dan Non Perizinan secara cepat, murah, mudah,
transparan, pasti dan terjangkau serta guna meningkatkan
hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik yang
prima, dipandang perlu untuk melimpahkan wewenang
penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Tanah Bumbu;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud

dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan
Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Dokumen



Mengingat

Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



Menetapkan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016

tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1906);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5

Tahun 2015, tentang Perizinan (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu nomor 19

tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);

14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016,

tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN

KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN
DOKUMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  Pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat
Daerah, Dinas, Badan dan Kecamatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
yang selanjutnya disebut Dinas PMPTSP adalah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Bumbu.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Bumbu.

Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah
Daerah, yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah
atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk
melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang
membolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau
sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi Negara
atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan.

Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau
pelaku usaha/kegiatan tertentu, yang tidak dalam bentuk
izin maupun daftar usaha namun dalam bentuk tanda
pengenalan.

Pelayanan perizinan adalah proses pemberian izin kepada
orang/badan hukum untuk melakukan aktivitas usaha
dan/atau kegiatan bukan usaha berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

Pelayanan perizinan terpadu satu pintu adalah kegiatan
penyelenggaraan  suatu  perizinan yang  mendapat
pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga
atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan yang
proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan
sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan
dalam suatu tempat.

Keputusan perizinan adalah keputusan yang dikeluarkan
oleh Pejabat Pemerintah, Badan/Lembaga, Instansi
Pemerintah dalam ranah hukum administrasi Negara yang
membolehkan  perbuatan  hukum  seseorang  atau
sekelompok orang atas sesuatu perbuatan yang dilarang
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Penyelenggara  Perizinan yang  selanjutnya  disebut
penyelenggara adalah Bupati beserta satuan kerja perangkat
daerah yang mendapat pendelegasian wewenang.

Tim Teknis adalah Tim yang mempunyai kewenangan untuk
mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi
mengenai diterima atau ditolaknya permohonan perizinan.

Maksud Pelimpahan Wewenang penerbitan Perizinan dan
Non Perizinan adalah untuk memperoleh pelimpahan
kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memproses
pelayanan  administrasi, = menandatangani  dokumen,
menerbitkan dokumen perizinan dan non perizinan,
menangani pengaduan masyarakat dan indeks kepuasan
masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.



16. Tujuan Pelimpahan Wewenang Penerbitan Perizinan dan
Non Perizinan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan
tanggungjawab dalam memproses pelayanan administrasi,
menandatangani dokumen, menerbitkan dokumen perizinan
dan non perizinan, menangani pengaduan masyarakat di
lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di
Dinas PMPTSP meliputi :

a. melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan non
perizinan; dan

b. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi
pelayanan perizinan dan non perizinan.

(2) Dalam menyelenggarakan administrasi perizinan dan non
perizinan, Kepala Dinas PMPTSP bertanggungjawab kepada
Bupati.

Pasal 3

Pemberian dan penolakan perizinan dan non perizinan di Dinas
PMPTSP dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas
PMPTSP.

BAB III
TIM TEKNIS

Pasal 4

(1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, Dinas PMPTSP
dibantu oleh Tim Teknis.

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
perwakilan Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(3) Perwakilan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala
Perangkat Daerah terkait sesuai kompetensi dan bidang
tugasnya.

(4) Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat(3)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah
terkait.



BAB IV
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

(1) Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan pada
Dinas PMPTSP.

(2) Dengan  Peraturan Bupati ini melimpahkan semua
kewenangan penandatanganan dokumen perizinan yang ada
di Kabupaten Tanah Bumbu kepada Kepala Dinas PMPTSP.

(3) Penyelenggara perizinan melakukan koordinasi dengan
Perangkat Daerah terkait melalui tim teknis.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dengan menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP).

(2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Kepala Dinas PMPTSP.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

(1) Pembinaan atas penyelenggaraan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan oleh Bupati.

(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan teknis dilakukan oleh pejabat Perangkat Daerah
teknis yang bersangkutan.

(3) Pembinaan, pengawasan dan = pengendalian  secara
administrasi terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan
dilakukan oleh Kepala Dinas PMPTSP.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka
Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pelimpahan Wewenang Menandatangani Dokumen
Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan
Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Kabupaten Tanah Bumbu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2012
Perubahan atas Keputusan Bupati tentang Pelimpahan
Wewenang Menandatangani Dokumen Perizinan Kepada
Kepala Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
Daerah (BP3MD) Kabupaten Tanah Bumbu dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 12 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ERNO RUDI HANDOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017
NOMOR 4



